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Abstrak 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan dan hak dasar dari setiap 
ketenagakerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk perusahaan dan tenaga 
kerjanya hal ini dikerenakan pekerjaan mereka yang memiliki resiko yang sagat tinggi sehingga 
dibutuhkan adanya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, guna untuk 
meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerja atau sedang melakukan pekerjaan. Kegiatan 
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di PT. PLN (Persero) ULP Panam juga tidak luput dari 
terjadinya resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Sehingga untuk meminimalisir kecelakan kerja 
tersebut dibuatlah Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan 
kerja disaat bekerja. Penelitian ini menggunakan fenomenologi dan Teknik penelitian kualitatif. Teori 
Implementasi Kebijakan Publik George Edward III sebagai indicator dalam pembahasan penelitian 
ini. Lokasi penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) ULPPanam. Data penelitian diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan 
bahwa dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 
Dan Kesehatan Kerja Di PT. PLN (Persero) ULP Panam pada penerapannya PLN Panam sendiri masih 
kekurangan Sumber daya manusia dan faktor penghambat dari terlaksananya pekerjaan dengan 
selamat yaitu kondisi peralatan yang tidak menunjang untuk keselamatan dan kesehatan kerja 
dilapamngan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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PENDAHULUAN 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun 
kebutuhan masyarakat. Menurut undang- undang tenaga kerja, mereka yang dikelompokkan 
sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar serta 
keperluan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh demi mewujudkan kesejahteraan 
mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Tujuan dari perlindungan tenaga 
kerja adalah untuk memastikan sistem hubungan kerja berjalan harmonis tanpa adanya 
tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Resiko terjadinya kecelakaan kerja bisa 
berlaku kapan saja, kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi saat 
proses pengerjaan suatu pekerjaan atau terjadi saat menuju atau pulang dari lokasi kerja. oleh 
kerena itu penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja menjadi sangat diperlukan. Kecelakaan kerja adalah kondisi terjadinya hal yang tidak 
dikehendaki dan menimbulkan dampak buruk bagi mereka yang mengalaminya. Namun, 
kecelakaan kerja bukanlah hal yang terjadi begitu saja secara mendadak selalu ada kondisi 
yang tidak pas yang telah terjadi sebelumnlya. dalam kata lainl, selalu ada penlyebab menlgapa 
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kecelakaanl kerja bisa terjadi. Berdasarkanl Unldanlg-Unldanlg NLomor 36 Tahunl 2009 tenltanlg 
Kesehatanl menlyatakanl bahwa upaya kesehatanl kerja bertujuanl unltuk melinldunlgi pekerja 
agar hidup sehat danl terbebas dari ganlgguanl kesehatanl serta penlgaruh buruk yanlg 
diakibatkanl oleh pekerjaanl. Keselamatanl danl kesehatanl kerja pegawai atau K3 merupakanl 
salah satu aspek perlinldunlganl ketenlagakerjaanl danl merupakanl hak dasar dari setiap 
ketenlagakerja. Dapat disimpulkanl bahwa K3 adalah kegiatanl tenlaga kerja yanlg berkeahlianl 
khusus yanlg menljaminl danl menlgawasi keselamatanl danl kesehatanl tenlaga kerja sesuai 
denlganl peraturanl perunldanlg-unldanlganl yanlg sudah ditetapkanl pemerinltah. unltuk itu sebuah 
perusahaanl sebaiknlya memiliki kebijakanl K3 danl seoranlg pegawai wajib memiliki sertifikat 
ahli K3 umum agar penlerapanl K3 bagi pekerja danl perusahaanl berjalanl secara maksimal. 

Keselamatanl danl kesehatanl kerja (k3) di Inldonlesia adalah merupakanl upaya unltuk 
menlciptakanl linlgkunlganl kerja yanlg amanl, sehat danl sejahtera, bebas dari kecelakaanl, 
kebakaranl, peledakanl, penlcemaranl linlgkunlganl danl penlyakit akibat kerja. kecelakaanl kerja 
senldiri dapat menlimbulkanl kerugianl tenlaga kerja. penlgusaha, pemerinltah danl masyarakat, 
dapat berupa korbanl jiwa manlusia, kerusakanl harta benlda danl linlgkunlganl. Karenla itu perlu 
dilakukanl lanlgkah-lanlgkah nlyata unltuk menlcegah danl menlguranlgi terjadinlya kecelakaanl 
kerja secara maksimal. Hal inli bermula dari tinlgginlya tinlgkat kecelakaanl kerja serta perlu 
terus menlerus diawasi yanlg menljadi bagianl dari tanlggunlg jawab nlegara danl penlgurus 
perusahaanl maka ditetapkanllah SOP (Stanldart operasionlal procedure) terkait penlerapanl 
danl pelaksanlaanl K3. Dalam ranlgka perlinldunlganl tenlaga kerja maka pemerinltah Inldonlesia 
menlgeluarkanl beberapa peraturanl terkait penlerapanl sistem manlajemenl keselamatanl danl 
kesehatanl kerja dianltaranlya, Unldanlg-Unldanlg NLomor 1 Tahunl 1970 Tenltanlg Keselamatanl 
Kerja, Unldanlg-Unldanlg NLomor 13 Tahunl 2003 danl Peraturanl Pemerinltah NLomor 50 Tahunl 
2012 Tenltanlg Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) 
merupakanl kewajibanl dari setiap perusahaanl yanlg beroperasi diinldonlesia, terutama 
perusahaanl yanlg mempekerjakanl pekerja atau buruh palinlg sedikit 100 (seratus) oranlg atau 
mempunlyai tinlgkat potenlsi bahaya tinlggi. Sistem manlajemenl keselamatanl danl kesehatanl 
kerja (SMK3) adalah bagianl dari sistem manlajemenl perusahaanl secara keseluruhanl dalam 
ranlgka menlgenldalikanl resiko yanlg berkaitanl denlganl kegiatanl kerja gunla terciptanlya tempat 
kerja yanlg amanl, efesienl, danl produktif. 

Tujuanl dari (SMK3) yaitu unltuk menlinlgkatkanl efektivitas perlinldunlganl keselamatanl 
danl kesehatanl kerja., tidak terlepas dari upaya pelaksanlaanl keselamatanl danl kesehatanl kerja 
yanlg terenlcanla, terukur, terstruktur danl terinltegritas melalui SMK3 gunla menljaminl 
terciptanlya suatu sistem keselamatanl danl kesehatanl kerja di tempat kerja denlganl melibatkanl 
unlsur manlajemenl, pekerja atau buruh, danl serikat kerja atau serikat buruh dalam ranlgka 
menlcegah danl menlguranlgi kecelakaanl kerja danl penlyakit akibat kerja serta terciptanlya 
tempat kerja yanlg nlyamanl, efesienl danl produktif. Adapunl gambaranl umum profil 
keselamatanl danl kesehatanl kerja diinldonlesia adalah Keselamatanl danl Kesehatanl Kerja (K3) 
memiliki nlilai- nlilai penltinlg danl strategis yanlg penlerapanlnlya memberikanl manlfaat pada 
setiap aspek kehidupanl manlusia danl memberikanl benlefit dalam setiap kegiatanl bisnlis serta 
menldukunlg kemajuanl pembanlgunlanl yanlg berkualitas danl berkelanljutanl pada aspek SDM, 
ekonlomi, sosial, danl linlgkunlganl. Menlgabaikanl K3 menlgakibatkanl kecelakaanl kerja (KK) danl 
penlyakit akibat kerja (PAK) yanlg serinlg menlimbulkanl korbanl luka-luka, cacat danl kematianl 
yanlg menlgakibatkanl penlderitaanl bagi pekerja danl/atau keluarga serta menlimbulkanl 
kerugianl bagi penlgusaha karenla kehilanlganl SDM sebagai aset penltinlg (humanl capital asset), 
penlurunlanl produktifitas, kerusakanl properti, terganlggu danl terhenltinlya usaha/bisnlis. 

Profil K3 NLasionlal disusunl oleh Tim dari Kemenlterianl Ketenlagakerjaanl bersama 
Kemenlterianl/Lembaga lainlnlya serta berbagai pemanlgku kepenltinlganl denlganl menldasarkanl 
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pada Unldanlg NLo. 1 Tahunl 1970 danl menlgacu pada Peraturanl Presidenl NLo. 34 Tahunl 2014 
tenltanlg Penlgesahanl Konlvenlsi ILO NLo.187 tahunl 2006 menlgenlai Keranlgka Kerja Penlinlgkatanl 
Keselamatanl danl Kesehatanl Kerja danl Konlvenlsi ILO NLo 155 tahunl 1981 menlgenlai K3 (OSH). 
Profil K3 NLasionlal disusunl unltuk menldapatkanl gambaranl berbagai upaya yanlg telah kita 
lakukanl, sumberdaya yanlg tersedia, para pihak yanlg berperanl, permasalahanl atau kenldala, 
tanltanlganl, peluanlg danl capaianl yanlg telah diperoleh Inldonlesia. Secara umum Inldonlesia telah 
memiliki peluanlg besar yanlg didukunlg sumberdaya yanlg dimiliki unltuk makinl memajukanl 
K3 secara nlasionlal. Regulasi danl kebijakanl, organlisasi/lembaga, SDM, inlfrastruktur, sistem 
penlgawasanl ketenlagakerjaanl danl pihak-pihak yanlg berperanl serta bonlus demografi yanlg 
ada saat inli merupakanl modal kuat unltuk kemajuanl K3 khususnlya danl pembanlgunlanl pada 
umumnlya. Sudah banlyak capaianl dalam program K3 nlasionlal, nlamunl permasalahanl danl 
tanltanlganl semakinl menlinlgkat. Inldonlesia senldiri merupakanl nlegara denlganl tinlgkat 
kecelakaanl kerja yanlg tinlggi yanlg manla badanl penlyelenlggara jaminlanl sosial (BPJS) 
ketenlagakerjaanl menlcatat, jumlah kecelakaanl kerja di Inldonlesia sebanlyak 265.334 kasus 
pada 2022 jumlah inli nlaik 13,26% dari tahunl sebelumnlya denlganl kasus kecelakaanl kerja 
sebesar 234.270. 

Penlcapaianl inldikator proses (leadinlg inldicator) sudah banlyak diperoleh seperti 
banlyaknlya lembaga danl SDM K3 yanlg dibenltuk, perusahaanl yanlg telah menldapatkanl 
penlghargaanl K3, danl lainl-lainl. Penlcapaianl inldikator hasil/outcome (lagginlg inldicator) masih 
belum sesuai harapanl karenla tinlgkat kejadianl (frequenlcy rate) tinlgkat keparahanl (severity 
rate) danl tinlgkat kematianl (fatality rate) kasus KK danl PAK masih tinlggi denlganl trenld 
menlinlgkat dari tahunl ke tahunl. Harapanlnlya tahunl-tahunl berikutnlya Inldonlesia dapat 
menlurunlkanl anlgka-anlgka KK danl PAK tersebut. Diperlukanl upaya yanlg makinl inltenl danl 
masif lagi secara kolektif kolegia melalui koordinlasi, kolaborasi danl sinlergi yanlg makinl kuat 
anltara Kemenlterianl Ketenlagakerjaanl sebagai leadinlg sector K3 nlasionlal bersama unlsur 
Kemenlterianl/Lembaga Pembinla Sektor, BPJS Ketenlagakerjaanl, BPJS Kesehatanl, 
akademisi/perguruanl tinlggi, danl para pelaku/penlggiat K3 serta masyarakat pada umumnlya. 
Berdasarkan www.cakaplah.com kecelakaanl kerja pada kota pekanlbaru sepanljanlg tahunl 
2019, terdapat 14.325 kasus kecelakaanl kerja, secara nlasionlal kecelakaanl kerja pada 2019 
terdapat 77,295 kasus. Pada tahunl 2020 terdapat 13.606 kasus pelanlggaranl K3, kemudianl 
pada tahunl 2021 kasus makinl nlaik tercatat 14.231 kasus danl pada tahunl 2022 terdapat 7.372 
kasus kecelakaanl kerja. Berdasarkan www.riau.antaranews.com Pemerinltah Provinlsi Riau 
terus berupaya menldoronlg perusahaanl unltuk menlerapkanl program Keselamatanl danl 
Kesehatanl Kerja hal inli unltuk menlekanl kasus kecelakaanl kerja. Menlurutnlya seluruh 
perusahaanl wajib menlgikuti ketenltuanl K3 di Inldonlesia, termasuk Provinlsi Riau sehinlgga 
K3 benlar dijalanlkanl sesuai stanldar operasionlal yanlg telah ditetapkanl sehinlgga kecelakaanl 
kerja bisa dihinldari. Tidak ada satupun perusahaan yang tidak menerapkan K3. Kami 
berharap perusahaan dapat mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 
Selain itu pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan sesuai SOP Permenker No. 33 
tahun 2016, serta pemerintah secara massif membentuk ahli K3 di perusahaan. 

Denlganl adanlya pelaksanlaanl program keselamatanl danl kesehatanl kerja tersebut 
diharapkanl karyawanl danl tenlaga kerja akanl merasa amanl terlinldunlgi danl terjaminl 
keselamatanlnlya sehinlgga diharapkanl dapat menlcapai efisienlsi baik dari segi biaya, waktu 
serta tenlaga danl dapat menlinlgkatkanl produktifitas kerja, penltinlgnlya pelaksanlaanl program 
keselamatanl danl kesehatanl kerja inli, maka penleliti tertarik menlgambil judul penlelitianl 
menlgenlai “Implemenltasi Kebijakanl Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl 
Kesehatanl Kerja (SMK3) di PT. PLNl (Persero) ULP Panlam”. Sesuai denlganl latar belakanlg 
diatas, maka rumusanl masalah pada penlelitianl inli adalah: Bagaimanla Implemenltasi 
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Kebijakanl Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) di PT. 
PLNL (Persero) ULP Panlam? Apa saja faktor-faktor yanlg menldukunlg Implemenltasi Kebijakanl 
Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) di PT. PLNL 
(Persero) ULP Panlam? Tujuanl Penlelitian: Unltuk menlganlalisis Implemenltasi Kebijakanl 
Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) di PT. PLNl 
(Persero) ULP Panlam. Unltuk menlgidenltifikasi faktor yanlg menghambat Implemenltasi 
Kebijakanl Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) di PT. 
PLNL (Persero) ULP Panlam. 
 
METODE PENLELITIANL 

Penlelitianl inli merupakanl penlelitianl deskriptif denlganl penldekatanl kualitatif, 
sebagaimanla penldapat menlgatakanl Bogdanl danl Taylor (Moleonlg, 2010) menlgemukakanl 
bahwa penlelitianl kualitatif adalah prosedur penlelitianl yanlg menlghasilkanl data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisanl dari oranlg-oranlg danl prilaku yanlg dapat diamati. 
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses 
dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori 
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 
Penlelitianl kualitatif bertujuanl unltuk memahami fenlomenla-fenlomenla soasial dari sudut atau 
perspektif partisipanl yanlg diajak berwawanlcara, diobservasi, diminlta memberikanl data, 
penldapat, danl persepsinlya. Penlulis menlggunlakanl penldekatanl inli karenla dalam penlelitianl inli 
data yanlg dihasilkanl berupa data deskriptif yanlg diperoleh dari data-data berupa tulisanl, 
kata-kata danl dokumenl yanlg berasal dari sumber atau inlformanl yanlg dieliti danl dapat 
dipercaya. Penlelitianl bermaksud unltuk memberikanl suatu gambaranl menlgenlai masalah-
masalah yanlg ada. Sehinlgga, fokus penlelitianl membutuhkanl jawabanl menldalam danl 
komprehenlsif, khususnlya terkait hasil penlelitianl yanlg akurat denlganl observasi lanlgsunlg 
pada PT. PLNL (Persero) ULP Panlam. Lokasi penlelitianl adalah tempat dimanla penleliti 
melakukanl penlelitianl, terutama sekali dalam menlanlgkap fenlomenla atau penlelitianl yanlg 
sebenlarnlyaterjadi dari objek yanlg diteliti dalam ranlgka menldapatkanl data-data penlelitianl 
yanlg akurat. Penlenltuanl lokasi penlelitianl dilakukanl denlganl senlgaja. Gunla unltuk memperoleh 
data sebagai bahanl dalam penlelitianl inli sekaligus menljawab permasalahanl yanlg telah 
dikemukakanl, penlelitianl inli dilakukanl di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam. Permasalahanl 
berkaitanl denlganl ketenlagakerjaanl masih sanlgat serinlg terjadi, termasuk dalam 
permasalahanl K3 khususnlya d i  PT. PLNL (Persero) ULP Panlam. 

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
Teknik purposive sampling, menurut Sugiyono (2010:300) “Teknik purposive sampling adalah 
Teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Oranlg-oranlg yanlg 
dijadikanl inlformanl penlelitianl memberikanl perinlcianl tenltanlg konlteks danl keadaanl seputar 
penlelitianl. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang 
disebut sebagai narasumber. (Abdussamad, 2021:173) Inlformanl adalah mereka yanlg 
memberikanl inlformasi tambahanl danl memiliki penlgetahuanl lanlgsunlg tenltanlg masalah yanlg 
diteliti. Dalam studi inli, inlformanl penlelitianl diambil denlganl menlggunlakanl samplinlg. Inlformanl 
dipilih unltuk tujuanl penldekatanl purposive samplinlg karenla mereka memiliki penlgetahuanl 
yanlg berkaitanl denlganl inlvestigasi. Sumber data terbagi menljadi dua yaitu data primer danl 
data sekunlder. Data primer adalah data yanlg diperoleh secara lanlgsunlg, semenltara data 
sekunlder adalah data yanlg diperoleh sumber yanlg sudah ada. 
1. Data Primer. Data yanlg diperoleh dari penlelitianl inli bersifat data primer karenla data yanlg 

diperoleh adalah lanlgsunlg dilapanlganl denlganl melakukanl wawanlcara denlganl pihak 
terkait, yaitu denlganl denlganl inlformanl. 
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2. Data Sekunlder. Data sekunlder merupakanl data yanlg telah tersedia, dibutuhkanl dalam 
penlelitianl inli sebagai data penldukunlg meliputi data tenltanlg Penlerapa Implemenltasi 
Kebijakanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) Di PT. PLNL 
(Persero) ULP Panlam. 

 
Teknlik penlgumpulanl data inli dilakukanl agar data danl juga teori yanlg terdapat di dalam 

penlelitianl tersebut valid, akurat, danl sesuai denlganl kenlyataanl. Sehinlgga unltuk 
menldapatkanlnlya, penleliti benlar-benlar harus terjunl danl melihat serta menlgetahui lanlgsunlg 
bagaimanla teknlik penlgumpulanl data tersebut dilakukanl. 
1. Observasi. Penlgamatanl observasi adalah metode penlgumpulanl data dimanla penleliti atau 

kolaboratornlya menlcatat inlformasi sebagaimanla yanlg mereka saksikanl selama 
penlelitianl. Dimaksudkanl suatu cara penlgambilanl data melalui penlgamatanl lanlgsunlg 
terhadap situasi atau peristiwa yanlg ada dilapanlganl. Dalam arti yang luas observasi 
sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung. Dalam penlelitianl inli penlulis 
menlgadakanl penlgamatanl lanlgsunlg di lapanlganl. Observasi inli bergunla unltuk memperoleh 
data tenltanlg Implemenltasi Kebijakanl Penerapan Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl 
Kesehatanl Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) ULP Panlam. Alat penlgumpulanl data berupa 
catatanl harianl 

2. Wawanlcara. Tanlya jawab lanlgsunlg denlganl inlformanl yanlg menljadi fokus penlelitianl danl 
menlgumpulkanl inlformasi yanlg berkaitanl denlganl masalah tersebut sedanlg diselidiki, akanl 
berlanlgsunlg selama wawanlcara. Metode wawanlcara menldalam danl metode observasi 
serinlg diinltegrasikanl dalam penlelitianl kualitatif. Karenla selainl melakukanl wawanlcara 
inlformanl pada saat observasi. Penleliti melakukanl wawanlcara menldalam terhadap 
inlformanl unltuk memperoleh data danl memahami Implemenltasi Kebijakanl Penlerapanl 
Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja di PT. PLNL (Persero) ULP Panam. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Implemenltasi Kebijakanl Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl dan Kesehatanl 
Kerja (SMK3) di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam 

Menlurut (Kadjy, 2018) yanlg menldefinlisikanl implemenltasi kebijakanl sebagai kegiatanl 
yanlg dilakukanl oleh inldividu atau oleh pemerinltah danl kelompok swasta denlganl maksud 
unltuk memenluhi implemenltasi kebijakanl, tahap implemenltasi kebijakanl tidak akanl dimulai 
sebelum tujuanl danl sasaranl ditetapkanl atau diketahui oleh keputusanl kebijakanl. Kecelakaanl 
kerja merupakanl inlsidenl atau kejadianl ditempat kerja yanlg menlgakibabkanl oranlg cedera 
fisik. Oleh karenla itu diperlukanl cara unltuk meminlimalisir kecelakaanl kerja, ada 11 lanlgkah 
unltuk meminlimalisir kecelakaanl kerja (1) memahami danl melaksanlakanl K3 (2) menlyediakanl 
APD (3) membuat SOP danl pembagianl kerja (4) menlciptakanl lokasi kerja yanlg amanl (5) 
melenlgkapi fasilitas kesehatanl (6) menlempatkanl poster K3 ditempat kerja (7) memberikanl 
pelatihanl kepada pekerja (8) memelihara peralatanl penldukunlg kerja (9) menljaga kebersihanl 
lokasi kerja (10) melaporkanl konldisi tidak amanl segera (11) tidak bekerja jika sakit. Penleliti 
menlerapkanl teori George Edward III khususnlya: Komunlikasi; Sumber Daya; Disposisi; 
Struktur Birokrasi. Unltuk dapat menlgkaji 4 inldikator Implemenltasi Kebijakanl Penlerapanl 
Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) Di PT. PLNL (Persero) ULP 
Panlam penlulis menlggali inlformasil penlelitianl inli menlggunlakanl teknlik wawanlcara yanlg 
penlulis lakukanl unltuk menlgumpulkanl data yanlg diperlukanl menlgenlai Implemenltasi 
Kebijakanl Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) Di PT. 
PLNL (Persero) ULP Panlam. 
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Komunlikasi 
Menlurut George Edward III komunlikasi sanlgat menlenltukanl keberhasilanl penlcapaianl 

tujuanl dari pelaksanlaanl. Pelaksanlaanl yanlg efektif terjadi apabila pembuat keputusanl sudah 
menlgetahui apa yanlg akanl dikerjakanl. Komunlikasi diartikanl sebagai “proses penlyampaianl 
inlformasi komunlikator kepada komunlikanl”, inlformasi menlgenlai kebijakanl perlu 
disampaikanl kepada pelaku kebijakanl agar para pelaku kebijakanl dapat menlgetahui apa yanlg 
harus mereka persiapkanl danl lakukanl unltuk menljalanlkanl kebijakanl tersebut sehinlgga tujuanl 
danl sasaranl kebijakanl dapat dicapai sesuai denlganl yanlg diharapkanl.Adapunl beberapa item 
penlelitianl komunlikasi yaitu: 
 
Dimenlsi Tranlsmisi 

Dimenlsi Tranlsmisi menlsyaratkanl bahwa kelompok sasaranl kebijakanl danl oranlg lainl 
yanlg berkepenltinlganl diberitahu tenltanlg kebijakanl publik, baik secara lanlgsunlg maupunl tidak 
lanlgsunlg. Unltuk menljaga keselamatanl danl kesehatanl pekerja saat berkerja dilapanlganl, maka 
adanlya aturanl dalam pedomanl keselamatanl danl kesehatanl kerja. semuanlya diatur dalam 
Peraturanl Pemerinltah NLo 50 Tahunl 2012 Tenltanlg Penlerapanl Sistem Manlajemenl 
Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja gunanya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan 
nyaman kepada para pekerja, dan pekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 
yang sudah ditetapkan. Peraturanl Pemerinltah NLo 50 Tahunl 2012 merupakanl pedomanl 
penlcegahanl kecelakaanl saat bekerja, dalam melinldunlgi keselamatanl danl kesehatanl tenlaga 
kerja. dalam proses penlcegahanl inli Team Leader K3 berperanl besar dalam menlggerakkanl 
partisipasi pekerja unltuk selalu memperioritaskanl K3 dalam setiap kegiataanl operasi. Tenltu 
unltuk tujuanl kebijakanl tercapai perlu ada keterlibatanl dari para pekerja, pekerja disinli harus 
menlgetajui danl memahami kebijakanl tersebut, kebijakanl itu munlgkinl telah dibuat danl 
dilaksanlakanl, tetapi jika pekerja tidak memahaminlya, tenltu saja itu tidak akanl berfunlgsi 
sebagaimanla mestinlya. Jika kebijakanl yanlg ada harus diimplemenltasikanl lanlgsunlg kepada 
seluruh pekerja. pemakaianl APD harus selalu diterapkanl saat bekerja, meski merasa tidak 
terlalu leluasa saat bekerja menlggunlakanl APD. Hal inli dilakukanl unltuk menlciptakanl tempat 
kerja yanlg amanl danl nlyamanl bagi pekerja danl unltuk menlghinldari terjadinlya kecelakaanl 
pada saat bekerja. Danl tenltunlya ada konlsekuenlsi atau hukumanl bagi mereka para pekerja 
yanlg melanlggar peraturanl pada saat bekerja. Nyatanya peraturan dalam pemakaian APD saat 
melakukan pekerjaan telah ditetapakan oleh perusahaan sejak lama. 
 
Dimenlsi Kejelasanl 

Dimenlsi kejelasanl (clarity) merupakanl agar maksud, tujuanl, danl hakikat kabijakanl 
publik juga dipahami oleh pelaksanla, kelompok sasaranl, danl pihak lainl yanlg berkepunltinlganl 
mempersiapkanl diri danl melaksanlakanlnlya secara efektif danl efesienl, maka kebijakanl harus 
dikomunlikasikanl kepada mereka secara jelas danl mudah dipahami. Jika dilakukan dengan 
tidak jelaskan, maka sesuatu yang dilakukan tidak efektif. Komunlikasi yanlg terjalinl anltar 
atasanl danl pekerja di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam sanlgat baik. Dalam hal inli mereka 
menlggunlakanl komunlikasi dua arah dimanla, penlgirim inlformasi danl penlerima inlformasi bisa 
meresponl secara lanlgsunlg tenltanlg ide, saranl danl tanlggapanl kepada penlgirim inlformasi. 
Untuk menambahkan hasil yang akurat penulis menanyakan pertanyaan yang sama kepada 
pekerja, untuk mengetahui apakah memang benar terjalin komunikasi yang baik antar 
pekerja dan atasan. Unltuk menlinlgkatkanl keselamatanl danl kesehatanl para pekerja maka PT. 
PLNL (Persero) ULP Panlam juga menlgadakanl sosialisasi tenltanlg K3, sosialisasi ini dilakukan 
sebanyak 2 kali dalam setahun, dimanla sosialisasi inli juga tidak hanlya diadakanl oleh 
perusahaanl bisa juga diadakanl dari inltenlal perusahaanl. 
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Dimenlsi Konlsistenlsi 
Dimenlsi konlsistenlsi (conlsistenlcy) adalah aspek penltinlg dari konlsistenlsi, karenla 

menlcegah kebijakanl menljadi tidak jelas. Oleh karenla itu, kebijakanl yanlg disampaikanl dapat 
diterima danl dipahami oleh semua pihak yanlg terhubunlg. Sebelum melakukan pekerjaannya 
PLN dan para pekerja akan melakukan safety talk terlebih dahulu, guna dari safety talk yaitu 
untuk mengingatkan kepada semua pekerja daik dikantor maupun yang akan bekerja 
dilapangan semua pekerja tentunya berkewajiban untuk mentaati aturan tersebut selain itu 
pekerja juga harus mentaati SOP saat berkendaraan munuju lokasi pekerjaan, jika pekerja 
melakukan pelanggaran saat berkendara maupun saat mengerjakan sesuatu dilapangan maka 
pekerjaan yang dikerjakan akan diberhentikan saat itu juga. oleh kerena itu semua pekerja 
hendaknya mentaati SOP kerja ini untuk menjaga keselamatan diri. Setiap pekerja wajib 
mematuhi K3 baik sedanlg melakukanl pekerjaanlnlya maupunl pada saat dalam perjalanlanl 
unltuk melakukanl pekerjaanl. Bagi mereka yanlg tidak mematuhi atau melanlggar peraturanl 
pekerjaanl akanl menldapatkanl teguranl danl pekerjaanl akanl diberhenltikanl, pejabat yanlg 
berwenlanlg unltuk memberhenltikanl pekerjaanl mereka inli haruslah merekanl yanlg sudah 
tersertifikasi K3. diterapkan sanksi bagi pekerja yang dengan sengaja masih tidak 
menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan. Berdasarkan observasi dilapanlganl 
penleliti menlemukanl bahwa pekerja pada PT. PLNL (Persero) ULP panlam menlggunlakanl APD 
pada saat bekerja. Para pekerja harus memakai APD saat bekerja dilapangan, pada 
kesempatan ini pekerja juga diberikan kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang kurang 
mereka pahami serta memberikan saran terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan 
.Sedanlgkanl unltuk menljaga keamanlanl masyarakat dilokasi kerja juga terdapat SOP yanlg 
harus diterapkanl oleh para pekerja, pekerja harus menerapkan pemasangan rambu-rambu 
kemudian memasangan papan pemberitahuan bahwa pada area tersebut terdapat perbaikan. 
 
Sumber Daya 

Bahkanl jika isi kebijakanl telah disajikanl secara konlsistenl danl eksplisit, jika pelaksanlaanl 
tidak memiliki saranla unltuk melaksanlakanlnlya tidak akanl berberfunlgsi denlganl sukses. 
Sumber daya merupakanl salah satu faktor yanlg mempenlgaruhi berhasil atau tidaknlya suatu 
implemenltasi. Sumber daya yanlg dapat membanltu implemenltasi kebijakanl berkisar dari yanlg 
tidak berwujud hinlgga yanlg konlkret. Pada proses implemenltasi kebijakanl penlerapanl sistem 
manljemenl keselamatanl danl kesehatanl kerja di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam. 
 
Sumber Daya Manlusia 

Manlusia merupakanl komponlenl penltinlg dalam sebuah organlisasi yanlg akanl bergerak 
danl melakukanl aktivitas unltuk menlcapai sebuah tujuan baik institusi maupun perusahaanl. 
Manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai 
penggerak untuk mencapai sebuah keberhaasilan. Keberhasilanl suatu organlisasi ditenltukanl 
dari kualitas oranlg-oranlg yanlg berada didalamnlya. PLN masih kekurangan sumberdaya 
manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini juga dikarenakan setiap pengerjaan 
kelistrikan akan dibagi kebeberapa lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Luasnya 
lokasi yang menjadi titik kerja bagi pekerja lapangan, bisa membuat suatu pekerjaan yang 
dikerjakan menjadi tidak efektif, hal ini dikarenakan para pekerja harus mengerjakan 
permasalahan kelistrikan atau perbaikannya secara cepat, dan mereka juga harus menangani 
permasalahan kelistrikan dilokasi yang lain. ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya 
kecelakaan pada saat bekerja, dan tentunya ini bisa menghambat pekerjaan yang dikerjakan. 
Pekerja dalam melakukan pekerjaannya merasa bahwa sumber daya manusianya bisa 
dibilang sudah memadai, tetapi ada dibeberapa kondisi dalam melaksankan pekerjaan 
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perusahaan harus menambah pekerja atau sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan 
banyaknya permasalahan kelistrikan yang harus ditangani oleh mereka para pekerja dan 
perbaikan yang terjadi diberbagai lokasi dengan waktu yang bersamaan. 
 
Sumber Daya Peralatanl 

Banlgunlanl, tanlah, danl fasilitas adalah conltoh sumber daya peralatanl. Menlurut Edward 
III, peralatanl merupakanl saranla yanlg digunlakanl unltuk operasionlalisasi implemenltasi suatu 
kebijakanl yanlg meliputi gedunlg. Peralatanl merupakanl salah tu sumber daya terpenltinlg yanlg 
dapat membanltu seseoranlg menlcapai tujuanl. Oleh karena itu penentuan kebutuhan 
peralatan harus direncanakan dengan baik. Saranla danl prasaranla dalam memenluhi 
keselamatanl danl kesehatanl pekerja itu bisa dikatakanl lenlgkap. Semua yang diperlukan 
pekerja dalam memenuhi keselamatan dan kesehatan mereka dalam bekerja sudah dipenuhi 
oleh perusahaan. hanya saja dalam hal ini peralatan yang menunjang untuk terealisasinya 
keselamatan kerja ada yang masih bisa untuk digunakan dan ada juga yang rusak dan tidak 
layak untuk digunakan. Dari hasil observasi dilapanlganl penleliti menlemukanl bahwa benlar 
saranla danl prasaranl di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam unltuk menlunljanlg keselamatanl danl 
kesehatanl pekerja memanlg sudah lenlgkap. Para pekerja hanya perlu untuk mematuhi, 
menjaga keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja dengan mentaati peraturan yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. Untuk pengadaan peralatan dalam menunjang keselamatan para 
pekerjanya juga, perusahaan dalam hal ini juga telah disebut dan jelaskan pada Permenker No 
8 Tahun 2010. Selainl peralatanl yanlg diperlukanl saat melakukanl pekerjaanl, pekerja juga 
haruslah mempunlyai penlgalamanl. Pengalaman ini diperlukan untuk menlunljanlg pekerja 
dalam menljalanlkanl tugas mereka masinlg-masinlg denlganl baik, dan juga agar pekerja 
mengetahui dengan benar apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut.  
 
Sumber Daya Anlggaranl 

Anlggaranl terdiri dari persiapanl anlggaranl, penletapanl target, modifikasi, evaluasi, danl 
umpanl balik. Kualitas layanlanl yanlg harus ditawarkanl kepada masyarakat terkenldala karenla 
kuranlgnlya danla. Sumber daya anlggaranl akanl berdampak pada seberapa baik suatu kebijakanl 
diimplemenltasikanl. Selainl itu, karenla keterbatasanl anlggaranl, pelaksanlaanl program tidak 
dapat dilakukanl secara maksimal. Unltuk memperkuat hasil wawanlcara penleliti juga 
menlanlyakanl menlgenlai sumber daya anlggaranl dalam proses Implemenltasi Kebijakanl 
Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) di PT. PLNL (Persero) 
Panlam kepada inlformanl yanlg sama. Unltuk pembelianl APD di PLNl itu ditanlggunlg oleh 
perusahaanl. Dimanla perusahaanl senldiri wajib unltuk menlyediakanl APD bagi para pekerjanlya. 
Dan para pekerja wajib untuk mematuhi hal tersebut. Dan ketetapan perusahaan sebagai 
penyedia APD tersebut  telah tertuang dalam regulasi Permenker No 8 Tahun 2010 
tentang APD dan tertuang dipasal 2. 
 

Disposisi 
Disposisi menlurut George Edward III dihubunlgkanl deganl sikap implomenltor dalam 

implemenltasi kebijakanl. Terganltunlg pada ruanlg linlgkup kekuasaanl mereka, para pelaksanla 
serinlgkali siap unltuk memimpinl pelaksanlaanl kebijakanl. Salah satu faktor yanlg 
mempenlgaruhi bagaimanla kebijakanl itu dijalanlkanl adalah sikap pelaksanla. Pelaksanla denlganl 
senlanlg hati menlerapkanl ketenltuanl kebijakanl jika mereka setuju denlganl pembuat 
keputusanl, aka nlada banlyak masalah denlganl proses implemenltasinlya. Penlunljukanl birokrasi, 
efek disposisi, danl inlsenltif adalah beberapa faktor yanlg harus dipertimbanlgkanl ketika 
implemenltasi kebijakanl. Bagaimanla para pelaksanla kebijakanl akanl berperilaku sanlgat 
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mempenlgaruhi dalam implemenltasi kebijakanl. Seperti halnlya proses Implemenltasi Kebijakanl 
Penlerapanl Sistem Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja (SMK3) Di PT. PLNL 
(Persero) ULP Panlam. 
 
Penlganlgkatanl Birokrasi 

Penlunljukanl pelaksanla pada jabatanl yanlg menlenltukanl alokasi sesuai denlganl tugas 
kepegawaianl terkait denlganl penlunljukanl birokrasi. Pemilihanl danl penlunljukanl pejabat 
pelaksanlaanl kebijakanl, yanlg harus menlgabdi pada kebijakanl yanlg telah ditetapkanl, 
merupakanl komponlenl dari penlunljukanl birokrasi. Dalam penlganlgkatanl birokrasi itu sudah 
sesuai denlganl tupoksi di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam itu senldiri. Dari hasil observasi yanlg 
ditemukanl dilapanl penleliti dapat menlyimpulkanl bahwa benlar adanlya penlganlgkatanl birokrasi 
sudai sesuai denlganl tupoksi danl orgaisasi yanlg ada di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam. 
 
Efek Disposisi 

Berupa kepatuhanl pelaksanla terhadap pelaksanlaanlnlya kebijakanl. Penleliti melakukanl 
wawanlcara denlganl bapak Ferinlaldi Team Leader K3 di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam. 
Sebelum pekerjaan dilapangan akan diberikanl pembekalan kepada seluruh pegawai unltuk 
menljalanlikanl tugasnlya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil observasi 
dilapanlganl penlulis menlemukanl memanlg adanlya atasan yang menyampaikan secara lanlgsunlg 
memberikanl inltruksi kepada seluruh pegawan tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan 
dan apa yang harus mereka patuhi dalam menjalankan pekerjaan mereka. 
 
Inlsenltif 

Penlggunlaanl inlsenltif merupakanl salah satu solusi yanlg serinlg ditawarkanl unltuk 
menlgatasi persoalanl pola pikir para pelaksanla kebijakanl. Pada hakikatnlya manlusia bertinldak 
sesuai denlganl kepenltinlganlnlya masinlg- masinlg, danl pembuat kebijakanl dapat memenlgaruhi 
perilaku inli denlganl menlgubah inlsenltif. Memberikanl penlghargaanl yanlg diberikanl kepada 
pelaksanla di lapanlganl keunltunlganl tersebut dapat bertinldak sebagai motivator unltuk 
memastikanl bahwa pelaksanla menlgikuti inlstruksi surat tersebut. Hal inli dilakukanl sebagai 
upaya unltuk memajukanl kepenltinlganl diri senldiri atau kepenltinlganl suatu organlisasi. Penleliti 
menlemukanl melalui penlgamatanl lapanlganl bahwa itu akurat danl konlsistenl denlganl apa yanlg 
disampaikanl memberikanl inlsenltif kepada para pegawai unltuk menlinlgkatkanl semanlgat 
dalam bekerja. Alggota PLNL diberikanl apresiasi kepada anlggota yanlg berprestasi. Dari hasil 
observasi dilapanlganl penleliti menlemukanl bahwa benlar jika anlggotanlya diberikanl presiasi 
kepada anlggotanlya, sehinlgga para anlggota di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam lebih semanlgat 
dalam bekerja. 
 

Struktur Birokrasi 
Birokrasi merupakanl struktur tatanlan organlisasi, baganl, pembagianl kerja danl hirarki 

yanlg terdapat pada sebuah lembaga yanlg penltinlg unltuk menljalanlkanl tugas-tugas agar lebih 
teratur. mayoritas penlanlggunlg jawab pelaksanlaanl kebijakanl adalanl bagianl dari struktur 
organlisasi. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara 
rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh 
banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat 
tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. 
Ada dua faktor kunlci yanlg berpenlgaruh signlifikanl terhadap struktur birokrasi, salah satunlya 
adalah penletapanl stanldart operasionlal prosedur di setiap perusahaanl (stanldart operatinlg 
procedure atau SOP) danl fragmenltasi. Berikut beberapa inldicator dari struktur birokrasi 
sebagai berikut: 
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Stanldart Operasionlal Procedure (SOP) 
SOP sendiri merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan 

kegiatan operasional dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan baik dan 
lancar, dan juga memperjelas alur tahapan tugas dari masing-masing pegawai yang 
terkait.George Edward III SOP, atau prosedur kerja, menlurut pernlyataanl inli, diperlukanl agar 
para pelaksanla kebijakanl dapat memanlfaatkanl waktu danl funlgsinlya denlganl sebaik-baiknlya 
unltuk membakukanl tinldakanl pejabat di perusahaanl yanlg rumit. Unltuk mempromosikanl 
kesetaraanl danl fleksibilitas dalam penlerapanl hukum. SOP yang digunakan oleh PLN adalah 
SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang semestinya sudah disesuaikan dengan jenis 
pekerjaannya masing-masing. SOP yang dibuat oleh perusahaan ini bertujuan agar pekerja 
bisa melakukan pekerjaannya dengan selamat dan aman tanpa kendala atau kecelakaan 
dengan resiko yang tinggi, untuk menlciptakanl tempat kerja yanlg nlyamanl danl amanl, sesuai 
denlganl yanlg diharapkanl perusahaanl yaitu zero eccidenlt. Pekerja juga dapat menanyakan 
segala pertanyaan terkait penerapan SOP kerja ini secara langsung. Bahwa unltuk setiap 
pekerjaanl yanlg dilakukanl oleh pekerja Plnl itu SOP kejanlya berbeda-beda seperti yanlg tertera 
pada wawanlcara diatas dinlyatakanl bahwa sebelum melakukanl sebuah pekerjaanl mereka 
terlebih dahulu akanl melakukanl observasi lapanlganl, gunla unltuk menlgetahui potenlsi bahaya 
dari pekerjaanl itu senldiri. Pentinya melakukan observasi dilokasi kelistrikan sebelum 
melakukan pekerjaannya, ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pada lokasi tersebut 
memang membutuhkan penangan kelistrikan segera atau tidak, dan juga pekerja akan 
memastikan apakah tingkat bahaya pada penangannya akan sangat beresiko dan mereka 
tentunya harus berhati-hati. Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang harus mereka 
terapkan sebelum melakukan pekerjaan merekan dan semua hal tersebut tercantum kedalam 
analisis keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun hal yang tercantur 
didalam analisis keselamatan kerja yaitu breafing, koordinasi dengan PLN terkait, 
pelaksanaan pekerjaan menggunakan EAM, konfirmasi ke PLN terkait dan selesai kerja.. Hal 
ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan maupun miskomunikasi saat melakukan pekerjaan 
dilapangan, juga agar pekerjaan memahami batas Kawasan atau daerah yang dikerjakan 
masih merupakan daerah lokasi kerja yang telah ditentukan. Sebuah kebijakan dibuat untuk 
mencapai suatu tujuan yang bermanfaat bagi banyak orang, akan tetapi unltuk merealisasikanl 
sebuah kebijakanl tenltu saja tidaklah mudah danl pasti ada kenldala kenldala yanlg harus 
dihadapi, seperti kenldala pekerja yanlg masih tidak mematuhi peraturanl danl juga pekerja 
yanlg denlganl senlgaja maupunl tidak senlgaja tidak memakai APD Pada saat bekerja dilapanlganl. 
Masih ada beberapa pekerja yanlg denlganl senlgaja tidak menlggunlakanl APD, danl ada juga 
pekerja yanlg tidak menlggunlakanl APD dikarenlakanl APD yanlg mereka gunlakanl rusak. Unltuk 
itu Plnl senldiri punlya jadwal penlgecekanl peralatanl pekerja agar pekerja tidak lagi beralasanl 
unltuk tidak menlggunlakanl APD pada saat melakukanl pekerjaanl dilapanlganl. 
 
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses Implementasi Kebijakan Penerapan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan di PT. PLN (persero) ULP Panam 
Luasnya Lokasi Pekerjaan 

Memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan yang 
kompetitif. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan menjadikan sumber daya 
manusia sebagai faktor yang penting dalam menentukan kemampuan organisasi dalam 
persaingan global. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting bagi 
kesejahteraan masyarakat. Para pekerja yang berada dilapangan bertanggungjawab didalam 
bidang kelistrikan. Jumlah tenaga kerja yang terdiri dari 10 orang ini terbagi dalam beberapa 
kelompok untuk menyelesaikan masalah kelistrikan diberbagai lokasi yang berbeda-beda. 
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Untuk penanganan kelistrikan lokasi kerja mereka yang sangat luas, pekerja juga mengalami 
kesulitan dalam mengangani permasalahan yang terjadi secara bersamaan dan membuat 
pekerjaan yang mereka kerjakan menjadi tidak maksimal. Pekerjaan yang tidak maksimal dan 
bisa membuat pekerja menjadi tidak fokus ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. 
Oleh karena itu perlunya umtuk melakukan penambahan pekerja pada bagian lapangan, 
dalam hal penanganan kelistrikan pekerja akan melakukan pekerjaannya secara maksimal, 
dan juga agar pekerjaan yang dikerjakan cepat terselesaikan tidak perlu menunggu waktu 
yang lama akibat jarak tempuh lokasi yang sangat luas. 
 
Kondisi Peralatan Yang Tidak Menunjang Untuk Keselamatan Kerja 

Dalam membuat sebuah kebijakan menjadi berhasil diperlukan beberapa peningkatan 
dan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung berhasilnya kebijakan tersebut. 
Begitupun dalam mewujudkan tempat kerja yang aman dan nyaman untuk para pekerja, 
atasan harus lebih lagi meningkatkan perhatian terhadap para pekerja. peralatan untuk 
menunjang keselamatan kerja bisa dibilang sudah lengkap hanya saja terdapat peralatan- 
peralatan yang sudah tidak lagi layak untuk digunakan, hal ini membuat resiko saat bekerja 
menjadi lebih berbahaya. Terdapat pemeriksaan peralatan setiap bulanya, pengecekan ini 
dilakukan dengan mendata peralatan- peralatan pekerja yang masih bagus untuk digunakan 
dan peralatan apa saja yang tidak lagi bagus untuk digunakan, akan tetapi masih saja terjadi 
pekerja yang bekerja dengan menggunakan peralatan yang sudah tidak lagi mendukung untuk 
keselamatan dan kesehatan mereka saat bekerja. 
 
KESIMPULANL 

Berdasarkanl hasil penlelitianl yanlg dilakukanl dalam benltuk uraianl dalam bab 
pembahasanl sebelumnlya, maka penleliti terkait Implemenltasi Kebijakanl Penlerapanl Sistem 
Manlajemenl Keselamatanl Danl Kesehatanl Kerja Di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam, dapat 
disimpulkanl: Implemenltasi kebijakanl penlerapanl sistem manlajemenl keselamatanl danl 
kesehatanl kerja di PT. PLNL (Persero) ULP Panlam dalam penlerapanl SMK3 saat bekerja bisa 
dibilang sudah maksimal. Hal inli terlihat dari pekerja yanlg sadar akanl penltinlgnlya pemakaianl 
APD saat berkerja dilapangan, Para pekerja juga pada saat bekerja dilapanlganl sudah 
menlerapkanl SOP kerja seperti saat melakukan perbaikanl kelistrikan mereka akan memasang 
rambu-rambu untuk lokasi kerjanyal. Hanya saja saat ini PLN masih kekurangan sumber daya 
manusia dalam melakukan pekerjaan kelistrikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja 
dilapangan yang sedikit, sedangkan lokasi kerja mereka dalam penanganan kelistrikan yang 
sangat luas dan memakan waktu untuk dijangkau, jika pada perbaikan kelistrikan 
memerlukan penanganan segera. Faktor penlghambat yanlg penleliti temukanl yaitu kondisi 
peralatan yang tidak mendukung pada saat melakukan pekerjaan. hal ini terlihat pada saat 
ada pekerja yang mendapatkan teguran mengapa mereka tidak menggunakan peralatan kerja 
merekan dan mereka memberikan jawaban bahwa peralatan yang biasa mereka gunakan 
sedang dalam keadaan yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Hal ini dikarenakan 
pengecekan yang dilakukan pada setiap bulannya masih belum setabil atau belum merata, ini 
dapat dilihat dari pengecekan peralatan tersebut dilakukan dengan hanya mendata peralatan 
yang sudah tidak lagi layak untuk digunkan. 

Berikut rekomenldasi yanlg penleliti berikanl berdasarkanl penelitian danl pembahasanl: 
PLN sebaiknya mengoptimalkan pekerjaan dengan menambah sumber daya manusianya lagi, 
mengingat banyaknya pekerjaan yang akan dikerjakan. PLN harus lebih optimal dalam 
melakukan pengecekan APD yang telah rusak. Pekerja juga harus menginformasikan kepada 
perusahaan atau PLN terkait peralatan yang sudah tidak lagi layak lagi untuk digunakan saat 
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bekerja. Pekerja juga sebaiknya menginformasikan kepada perusahaan atau PLN terkait 
butuh penembahan anggota untuk mengimbangi pekerjaan yang makin meningkat diberbagai 
lokasi. 
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